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Harian    	
	:
	Mercusuar
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	Hari, tanggal
	:
	Rabu, 20 November 2013
	

	Keterangan
	:
	Hal 1 Kolom 9 dan Hal 11 Kolom 1-3
	

	Entitas
	:
	Provinsi Sulawesi Tengah
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PANJA PAJAK KENDARAAN s
Temuan Kecil Tak
Dipolisikan

PALU, MERCUSUAR - Panitia Kerja
(Panja) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng
tindaklanjut temuan BPK RI tentang keti-
dakjelasan uang Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB), akhirnya mengeluar-
kan empat rekomendasi. Salah
satunya, tidak lagi menyerahkan
kepada pihak kepolisian untuk
mengusut atau memproses
tentang temuan-temuan yang
dianggap kecil jumlahnya.

Alasan Panja, temuan-temuan
yang dianggap kecil jumlah-
nya masih dapat diselesai-
kan melalui jalur Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (TPTGR).

“Artinya kalau
kita pakai jalur
TPTGR, kalau
ada kasus seper-
ti itu kita panggil
saja yang ber-
masalah dan kita
minta memper-
tanggungjaWabanya dengan memmta
sebagian gaji pelaku agar membayar
semua temuan tersebut. Misalnya, dengan
memotong gajinya, kalau gajinya sekitar
Rp 5 juta, ya kita potong jadinya sampai
Rp 1 juta. Saya pikir ini perlu menjadi
bahan pertimbangan,’kata Ridwan, pada
rapat dengar pendapat bérsama Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda), Selasa
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Dijelaskan Ridwan, rekomendasi kedua
adalah memperbaiki sistem koordinasi
khususnya pada penggunaan jaringan in-
ternet dalam memasukkan data pembayar
pajak semua jenis kendaraan se Sulteng.
Keputusan itu diambil, karena pegawai
Dispenda mengaku, sistem komunikasi
mereka sedang bermasalah sehingga
hal itu menghambat kinerja Dispenda
-dalam mengambil data pembayar pajak

Baca PANJA di hal.11




